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Kepada Yth:

1. Gubernur KDH Tk. I Up. Inspektur Wilayah Propinsi;

2. KepalaPerwakilan BPKP;
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di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. DASAR HUKUM.

1.

2.

8.

0.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di
Daerah.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisas
Departemen.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan
Organisas dan Tata Kerja Departemen.

Instruks Presiden Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Struktur
Organisas dan Tata Kerja Departermen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur
Organisas dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Proping.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 tentang Struktur
Organisas dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten/K otamadya.

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah.



11. Keputusan Kepala BPKP Nomor 188/K/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BPKP.

12. Keputusan Kepala BPKP Nomor 213/K/1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perwakilan BPKP.

B. TUJUAN

1. Bahwa untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna pemeriksaan Aparat
Pengawas Fungsional Pemerintah, perlu ditingkatkan kualitas koordinasi dalam
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen
Daam  Negeri, Inspektorat ~ Wilayah  Proping, dan  Inspektorat
Kabupaten/K otamadya.

2. Untuk mendukung maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk menerbitkan
Surat Edaran Bersama antara Menteri Dalan Negeri dan Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang koordinas dalam Perencanaan,
Pelaksanaan, Pelaporan, dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di lingkungan
Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Tingkah |, dan Pemerintah
Daerah Tingkat 1l yang merupakan kebijaksanaan bagi penyelenggaraan
pengawasan/pemeriksaan.

3. Surat Edaran ini merupakan pedoman dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan pada unit
kerja di lingkungan Departemen Daam Negeri dan Pemerintah Daerah agar
pemeriksaan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi dapat dihindarkan serta dapat
dicapa hasl guna dan daya guna pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah (APFP).

C. PENGERTIAN.

1. APFP adalah BPKP Pusat, Perwakilan BPKP , Inspektorat Jenderal Departemen
Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Propins, dan Inspektorat Wilayah
Kabupaten/K otamadya.

2. APFP eksternal bagi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah
BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP.

3. APFP internal adalah Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat
Wilayah Proping, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya yang melakukan
pemeriksaan ke Unit Kerja Departemen Daam Negeri, Pemerintah Daerah
Tingkat | dan Tingkat I1.

4. Unit Kerja Departemen Dalam Negeri yang menjadi obyek pemeriksaan pada
Tingkat Pusat adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat
Jenderal Sosial Politik, Direktorat Jendera Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Direktorat Jendera
Pembangunan Masyarakat Desa, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan
Pendidikan dan Pelatihan, Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri, dan Lembaga Pemilihan Umum.



10.

11.

12.

13.

Instansi/unit kerja Pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan pada Daerah
Tingkat | adalah instans yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur
Kepala Daerah Tingkat | dan Aparat Dekonsentrasi Departemmen Dalam Negeri di
Daerah Tingkat I.

Instansi/unit kerja Pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaan pada Daerah
Tingkat Il addah instans yang bertanggung jawab langsung kepada
Bupati/Walikotamadya Kepada Daerah Tingkat Il dan Instans Vertika
Departemen Dalam Negeri di Daerah Tingkat 1.

Eksternal mendahulukan dan memanfaatkan hasil pemeriksaan internal (EMMI),
artinya pemeriksa BPKP semaksimal .mungkin menggunakan dan memanfaatkan
hasil pemeriksaan aparat pemeriksaan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri, Inspektorat Wilayah Propins, dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/
Kotamadya.

Eksternal Mendahulukan Internal (EMI), artinya BPKP memberikan kesempatan
pertama kepada Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri atau Inspektorat
Wilayah Proving dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya untuk
melakukan pemeriksaan kepada unit kerja, untuk kemudian baru BPKP
melakukan pemeriksaan.

Internal  Mendukung Eksternal (IME), artinya pihak Inspektorat Jendera
Departemen Dalam Negeri atau Inspektorat Wilayah Provins dan Inspektorat
Wilayah Kabupaten/Kotamadya senantiasa mendukung program  kerja
pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dengan memberikan informas yang
diperlukan atau laporan hasil pemeriksaannya kepada BPKP dan melakukan
pelaksanaan pemeriksaan sesuai dengan kebijaksanaan Aparat Pengawasan
Fungsional Pemerintah (APFP).

Pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk
dapat menjamin bahwa semua kegiatan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan
rencana dan kebijaksanaan yang berlaku.

Pemeriksaan adalah suatu proses pengumpulan dan pengujian bukti/informas
yang dapat dikuantifikasikan oleh seorang yang kompeten dan independen dengan
maksud untuk menentukan dan melaporkan dergjat kesesuaian antara informas
yang dikumpulkan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan komprehensifmerupakan suatu pengujian yang obyektif dan
konstruktif untuk mengetahui apakah pengelolaan aspek-aspek keuangan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja yang ada telah dilakukan
secara ekonomis, efisen, dan efektif dadlam menunjang tercapainya pelaksanaan
tugas pokok dan fungs serta untuk mengetabui apakah pertanggung jawaban telah
dibuat secara memadai.

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan (PAMJAB), adalah pemeriksaan dilakukan oleh
Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur Kepala Daerah Tingkat | atau
pemeriksaan yang dilakukan oleb Tim Pemeriksaan Daerah Tingkat | terhadap
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1l yang akan mengakbiri masa
jabatannya. PAMJAB pada dasarnya merupakan evaluas tentang kinerja
Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, oleh karena itu semaksimal
mungkin memanfaatkan hasil pemeriksaan APFP dan BEPEKA, disamping



14.

15.

masukan-masukan lainnya dari masyarakat yang diperoleh mealui wawancara
maupun media lainnya

Evaduas Tahunan Pelaksanaan Tugas Kepala Dagrah addah evaluas yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terbadap
pelaksanaan tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan oleh Inspektorat
Wilayah Provins terhadap Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 11
setigp tahun yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan pemeriksaan
reguler.

Pemutakhiran data tidak lanjut adalah kegiatan APFP untuk mengetahui dan
menilai secara pasti seberapa jauh tindak lanjut hasil pemeriksaan telah, sedang,
atau belum dilaksanakan oleh Penanggung jawab/Pimpinan Instansi/Unit/Satuan
Kerja/Program/Proyek/BUM D/Pgjabat yang berwenang.

. PERENCANAAN PEMERIKSAAN

1.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan pada Pokok-Pokok Kebijakan Pengawasan
oleh Presiden, Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendagunaan
Aparatur  Negara, Menteri Daam  Negeri, Kepala BPKP, dan
Gubenur/Bupati/Walikotamadya K epala Daerah.

Berdasarkan Pokok-Pokok kebijakan Pengawasan yang telah ditetapkan, masing-

masing APFP menyusun Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT).

Berdasarkan UPKPT, antar APFP melakukan koordinasi dalam merencanakan

program kerja pengawasan tahunan.

Prinsip-prinsip penyusunan UPKPT:

a. Perencanaan senantiasa berlandaskan kepada prinsip EMMI, EMI dan IME.

b. Tigp tahun unit kerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah selain pemeriksaan oleh BEPEKA baik di Tingkat Pusat
maupun Pemerintah Daerah Tingkat | dan Pemerintah Daerah Tingkat Il
hanya diperiksa maksma dua kali, yang setigp tahun diperiksa secara
bergantian olen Pemeriksa BPKP Pusat, Perwakilan BPKP, Inspektorat
Jenderal  Departemen Daam Negeri, Inspektorat Wilayah Proping,
Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian salah satu
Pemeriksa APFP dalam waktu 3 (tiga) tahun sekali tidak melakukan
pemeriksaan dalam satu obrik.

c. Dalam pemeriksaan agar diperhatikan jarak waktu masing-masing minimal 3
bulan dihitung dari saat selesainya pemeriksaan (exit briefing) yang dilakukan
oleh sdah satu APFP sampai dengan saat mulainya pemeriksaan (entri
briefing) APFP, lainnya.

BPKP Pusat dan Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Perwakilan

BPKP Propinsi/Kabupaten bersama-sama Inspektorat Wilayah Provins dan

Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya melakukan pembahasan bersama

terhadap UPKPT masing-masing dengan berlandaskan kepada prinsip-prinsp

perencanaan.

Hasil pembahasan dan kesepakatan yang dicapai baik yang dilakukan di tingkat

Pusat maupun tingkat Proving dituangkan dalam suatu dokumen resmi yaitu



Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT) yang akan diproses
menjadi PKPT dan diinformasikan secara transparan kepada setiap APFP terkait.

E. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

1.

Daam setigp melaksanakan pemeriksaan, setigp pemeriksa wajib berlandaskan
kepada Standar Audit Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah.

2. Setiap pelaksanaan pemeriksaan berdasarkan PKPT yang telah ditetapkan.
3.

Dalam hal penugasan pemeriksaan khusus, seperti Tindak Pidana Korups dan

yang sfatnya khusus serta harus segera dilaksanakan dikecualikan dari PKPT.

Untuk hal yang demikian mengingat urgensinya, maka BPKP akan segera

melakukan pemeriksaan.

Setiap pemeriksaan harus diserta dengan Surat Tugas yang secara jelas

mengidentifikas nama obrik, ruang lingkup, jangka waktu, tangga mula dan

selesainya pemeriksaan.

Surat Tugas tersebut disampaikan kepada:

a. Menteri Dalam Negeri untuk lingkungan Departemen Dalam Negeri.

b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat | untuk Daerah Tingkat I.

c. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tk. Il untuk Daerah Tingkat 1l dan
tembusannya disampaikan kepada Gubernur KDH Cq. Inspektorat Wilayah
Propinsi.

Apabila pemeriksaan dilakukan terlambat atau Iebih cepat dari jadwal PKPT yang

ditetapkan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa

Internal atau Eksternal, pemeriksaan tetap dapat dilakukan dengan melakukan

koordinas terlebih dahulu. Hal ini diberlakukan untuk menjaga tenggang waktu

pemeriksaan oleh APFP yang satu dengan yang lainnya minimal 3 (tiga) bulan.

PAMJAB tidak termasuk dalam PKPT karena pelaksanaan PAMJAB ditujukan

kepada Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah dan sifatnya cenderung

pada evaluas atas keberhasilan dan kepemimpinan

Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah yang dilakukan setigp 5 (lima)

tahun sekali. Dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan dapat

dilakukan pemeriksaan oleh APFP lain pada Propinsi, Kabupaten dan Kotamadya
yang telah di PAMJAB.

Evaluass Tahunan Pelaksanaan Tugas KDH merupakan kegiatan setigp tahun

yang sifatnya bukan merupakan pemeriksaan tetapi pengumpulan data dalam

rangka penilaian kinerja Kepala Dagrah setigp tahun yang dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri/Inspektorat Wilayah Provins

yang pelaksanaannya dijadwal kan bersamaan dengan pemeriksaan reguler.

Setigp pemeriksaan agar memanfaatkan hasil pemeriksaan APFP  secara

maksimal.

Secara berkala BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri,

Perwakilan BPKP, Inspektorat Wilayah Propinsi, dan Inspektorat Wilayah

Kabupaten/Kotamadya melakukan koordinasi, guna melakukan pertukaran

infformas mengenai pelaksanaan pemeriksaan sarta hasl-hasil  pelaksanaan

pemeriksaan.



10. Sebelum dan sesudah APFP melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemda
Tingkat |1 dan Pemda Tingkat |l supaya menginformaskan kepada
Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Dagrah Cg. Inspektorat Wilayah
Proving dan Inspektorat Wilayah Kabupaten/K otamadya.

. PELAPORAN

1. Pemeriksaan internal memberikan tembusan laporan hasil pemeriksaannya kepada
BPKP, demikian pula BPKP memberikan tembusan LHP-nya kepada I nspektorat
Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat Wilayah Proping, dan
Inspektorat Kabupaten/Kotamadya untuk dimanfaatkan semaksma mungkin
dalam pemeriksaan.

2. Secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali APFP secara berjenjang dan
bersama-sama berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan data-data lainnya
menyusun profil instansi/unit kerja obyek pemeriksaan, sebagai salah satu sumber
informasi bagi pengambilan keputusan oleh pimpinan.

. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

1. Penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP dilakukan bersama olen BPKP
Pusat dan Perwakilan BPKP dengan Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah
Propins, Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya melalui kegiatan
pemutakhiran data hasil pemeriksaan BPKP secara berkala setiap 6 (enam) bulan
sekali, minimal satu kali dalam setahun.

2. Hasl pemeriksaan BPKP pada Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri
dimutakhirkan oleb BPKP Pusat bersama Inspektorat Jenderal Departemen Dalam
Negeri.

3. Hasil pemeriksaan BPKP di lingkungan Pemerintah Daerah dimutakhirkan oleh
Perwakilan BPKP bersama Inspektorat Wilayah Propins, Inspektorat Wilayah
Kabupaten/Kotamadya dan diikuti oleh Pgabat BPKP Pusat serta Inspektorat
Jenderal Departemen Dalam Negeri.

4. Bahan pemutakhiran di tingkat Pusat disusun oleh Deputi Il Cq.Direktorat
Pengawasan Penerimaan Pembangunan, Penerimaan Daerah, dan Penerimaan
Lain-lain BPKP dan dikoordinasikan dengan Sekretariat Inspektorat Jenderal
Departemen Dalam Negeri. Pada tingkat Propinsi/Kabupaten/K otamadya bahan
pemutakhiran disusun oleh Perwakilan BPKP dan dikoordinaskan dengan
Inspektorat Wilayah Propinsi/K abupaten/K otamadya.

5. Dadam meakukan pemutakhiran data, paling tidak dilakukan serangkaian
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a Meakukan inventarisas temuan hasl pemeriksaan  yang belum
ditindaklanjuti, dan temuan-temuan yang mempunya nilai saldo yang relatif
besar dengan tingkat kompleksitas yang tinggi dan kasus-kasus
penyimpangan;

b. Memanggil/menghubungi penanggung jawab satker/program/proyek dan
pihak-pihak lainnya yang secara langsung/tidak langsung mempunyai kaitan



dengan hasil pemeriksaan untuk memperoleh kepastian pelaksanaan tindak
lanjutnya.

6. Hasl pemutakhiran dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleb Pejabat
BPKP Pusat dan/atau Perwakilan BPKP dan Inspektorat Jenderal Departemen
Dadam Negeri dan/atau Inspektorat Wilayah Proving dan/atau Inspektorat
Wilayah Kabupaten/K otamadya.

7. Laporan hasll pemutakhiran tindak lanjut disusun masing-masing untuk
disampaikan kepada Kepala BPKP/Kepala Perwakilan BPKP dan Menteri Dalam
Negeri, Gubernur KDH Tingkat I, dan Bupati/Walikotamadya.

8. Terhadap sisa temuan kerugian Negara/Daerah serta kewgjiban setor kepada
Negara/Daerah yang belum ditindak lanjuti pada waktu pemutakhiran akan
dilakukan pembahasan bersama untuk mencari aternatif penyelesaiannya.

H. KETENTUAN LAIN-LAIN / PENUTUP

1. Pelaksana teknis administras temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP
di jgaran Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh
Sekretariat Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

2. Pelaksana teknis administras temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP
Pusat dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Penerimaan Pembangunan,
Penerimaan Dagrah, dan Penerimaan Lan-lan pada Deputi Pengawasan
Penerimaan Pusat dan Daerah BPKP.

3. Pelaksanaan teknis administras temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPKP ditingkat Provins dan tingkat Kabupaten/Kotamadya dilakukan oleh
Sekretariat Inspektorat Wilayah Provins dan Sekretariat Inspektorat Wilayah
Kabupaten / Kotamadya.

4. Pelaksanaan teknis administras temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
Perwakilan BPKP di Provins/Kabupaten dalam lingkungan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi/ Kabupaten.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 18 Pebruari 1999

KEPALA A.n. MENTERI DALAM NEGERI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN INSPEKTUR JENDERAL,
DAN PEMBANGUNAN,
TTD TTD
Drs. SOEDARJONO A. DJALAL BACHTIAR

NIP 060028787

Tembusan :
1. Yth. Esdon | di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Yth. Eselon | di lingkungan BPKP.



